BAB 1

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Bagi rakval Indoresia, tanah menempati kedudukan penting dalam
\eidupan mereka sehari-hari. Terutama bagi penduduk yang bertempal
smecal di pedesaan yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan
seriadane. jaditanah (dalam hal ini tanah pertanian) mempunyai peranan
ok untuk bergantung dalam hidup schari-hari baik bagi para petani
semgearap maupun bagi petani tuan tanah (yait pemilik tanah pertanian).’

Mengingal pentingnya tanah pertanian khususnya bagi mereka yang
seecal di pedesaan dan bermata pencaharian sebagal petani. maka mereka akan
seeaha mencari tanah pertanian sebagai lahan gurapan dan sumber pendapatas.
L eremilikan tanah pertanian (sawah) beragam, ada petani yang mempunyai
ek perianian terlalu luas sehingga tidak sanggup untuk mengolah seluruh
wesh pertanianya sendiri, hal ini mengakibatkan sebagian dari tanahnya
wtamiar. Pada sisi lain dimungkinkan ada petani yang masih mampu untuk
=eroolah tanah pertanian secara aktif dan intensif tetapi tidak mempunyai tanah
sertanian untuk dikelola.

Selain hal di atas ada juga tanah pertanian yang dimiliki oleh orang yang

Scedi Harsono, 1997, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Uindeang-Uindang
St fevaria Isi dan Pelaksanaan, Diambatan, Jakarta, hal. 116,



(g ]

Sl berprofesi sebagai petani, sehingga mereka tidak mampu untuk mengolah
st pertanian mereka sendiri, Hal ini menyebabkan tanah pertanian yang
wowrwsova dapat  produktifl menjadi kurang produktif atau bahkan tidak
seiukei/ Ada pula pelani yang masih mampu mengolah tanah pertanian tapi
suink mempunyai lahan penanian.ﬁ

Mengingal susunan masyarakat pertanian, khususnya di pedesaan masih
sw—otuhkan  penggunaan tanah  yang bukan miliknya, maka kiranya
wmwerrara wakiu masih  diperlukan atau  dibuka kemungkinan adanya
swemcounasn tanah pertanian oleh orang-orang yang bukan miliknya misalnya
Semesn cara sewa, bagi hasil. gadai. dil. Hal demikian seperti halnya yang di atur
Seie Pasal 53 Undang Undang Pokok Agraria, bahwa hak-hak adai yang
W wmva bertentangan dengan  ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pokok
Agsaria (Pasal 7 dan 10) tetapi berhubungan dengan keadaan masyarakat
sk sang ini belum dapat di hapuskan, diberi sifat sementara yaitu dengan hak
gadsi_ hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak scwa tanah pertanian, yang
wers diselengparakan menurut ketentuan  ketentuan undang-undang dan
secstusan-peraturan lainnya untuk mencegah kubungan-hubungan hak yang
dersifat “penindasan “.

Perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian merupakan perbuatan hubungan

wokum yang diatur dalam hukum Adar. Perjanjian Bagi Hasil adalah suatu

‘% Subckii, 1995, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakii, Bandung, hal. 40.



Stk perjanjian  antara seorang  yang berhak atas suatu bidang tanah
seewean dari orang lain yang disebut penggarap. berdasarkan perjanjian
wee pengearap  diperkenankan mengusahakan  tanah yang bersangkutan
Semeen pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tansh
werseter menurut imbangan yang telah disetuju bersama,”

Perianjian Bagi Hasil merupakan salah satu perjanjian yang berhubungran
sk vang mana obyeknya bukan tanah namun melainkan scgala sesuatu yang
ws Bobuneanya dengan tanah atau yang melekal pada tanah seperti tanaman-
“ew—en. hak mengerjakan. menggarap, atau menanami tanah tersebut, dan
wtsesinya Materi Bagi Hasil tanah pertanian itu sendiri masuk dalam ruang
Seedop hukum tanah  adat  teknis,  yaitu perjanjian  Kerjasama  yaoy
sesacokutan dengan tanah tetapi yang tidak dapat dikatakan berobyek tanah,
swelainkan obyeknya adalah tanaman.®

Perjenjian pengusahaan tanah dengan Bagi Hasil semula diatur didalam
“hwm Adat vang didasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanah dan
sessss penggarap dengan mendapat imbalan hasil yang telah disepakati
sehelumnya oleh kedua belah pihak.

Dalam perkembangannya, perjanjian bagi hasil kemudian mendapat

se=ssturan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian

¥ Boedi Harsono, loc.cit
“ Yer Haar Ban, 1999, Asas-asas dan Susunan Hukum Adar , Terjemahan K. Ng Subckti
Smpemen. Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 200




Be “iasil yang lahir berdasarkan pada hukum adat di Indonesia.

0% wilayah Kabupaten Demak. khususnya Desa Gebang Kecamatan
“wwc Kabupaten Demak masih banyak dilaksanakan atau dilakukan
pesasien usaha Bagi Hasil unuk  tanah-tanah pertanian,  Perjanjian
peseesrapan tanah pertanian dengan Bagi [Masil tersebut telah dilaksanakan
Semelts seiak dahulu bahkan sudah turun-temurun dari generasi ke generasi
sslasmunya.

Peranjian usaha bagi hasil tanah pertanian  di Desa Gebang
% -sstan Bonang Kabupaten Demak selama ini di dasarkan atas kepercayaan
Su= kesepakatan antara petani penggarap dan pemilik tanah.  Kepercayaan
0k modal utama bagi seorang penggarap untuk dapar ijin mengelola tanzh
gesssizn vang  bukan  miliknya, dengan obvek perjanjian yakni tanah
eremian, dan semua yang melekat pada tanah.

Sedangkan isi perjanjian yang meliputi hak dan kewajiban masing-
-z pihak juga di tentukan oleh mereka sendiri, serta hasil dari
sesgusahann tanah tesebut nantinya akan di bagi sesuai kesepakan yang telah
Gseockati bersama, umumnya dengan pembagian hasil setengah untuk
peseeasp dan setengah lagi untuk pemilik tanah atan masyarakat Gebang
encenalnya dengan istilah (Maro) sedangkan batas waktu perjanjian bagi
et vang berlaku selama ini juga tidak ada patokan yang baku, semua
& isearkan kesepakatan bersama pemilik dan penggarap, biasanya berdasarkan

sads musim tanam padi apabila musim bercocok tanam sampai dengan musim
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w5a maka dengan sendirinya batas perjanjian ini beraklr, karena sifal
e an hapei hasil ini tidak tertulis atau lisan saja.
Untuk mengkaji lebih lanjut dan lebih mendalam tentang Pelaksanaan

Sersean Bagi Hasil di Desa Gebang Kecamalan Ronang Kabupaten Demak,

senulis angkat  dalam  sebuah  penelitian skripsi  dengan  judul :
“TBOUALAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL

TansH PERTANIAN DI DESA GEBANG KECAMATAN BONANG

EABUPATEN DEMAK”.

Ih_nn Masalah

Berdasarkan uraian  diatas, maka dalem penelitien ini rumusan
meesalstmya sebagai berikut

\  Bacsimana Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian yang
serdaku di Desa Gebang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak ?

*  Wendala-kendala apa saja yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian Bagi
$ssil Tanah Pertanian di Desa Gebang Kecamatan Bonang Kabupaten
Demak dan bagaimana solusinya ?

Tuiuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

" Ustuk mengetahui dan menganalisa Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil
Tanah Pertanian yang berlaku di Desa Gebang Kecamatan Bonang

Kabupaten Demak.



Lssuk mengetahui dan menganalisa kendala-kendala vang timbul dalam
Peibeanann Perjanjian Bagi Tasil Tanuh Pertanian di Desa Gebang

% ecamatan Donang Kabupaten Demak serta solusinya.
Penelitian

\anfaar vang diharapkan dari penelitiun ini adalah sebagai berikut:
Secara Teoritis
4.1 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
s=a pengembangnan ilmu hukum, khususnya Hukum Tanah Pertanian,
wseneenai Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil yang sesuai dengan  peraturan
serundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomer 2 tahun 1960 tentang
Perianiian Bagi Hasil.
Secara Praklis
=) Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi dasar guna penelitian
selanjutnya.
%) Untuk memberikan gambaran Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil
(Tanah Pertanian ), dalam praktek.
o) Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengambil kebijakan
dalam mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul

dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil.




‘Metode Penelitian

Penelitian morupoken cara ilmiah yang berdasarkan pada ciri-cin
Weiimusn vang rasional. empiris, dan sistematis. Rasional artinya kegiatan
penclitian yang dilukukan dengan cara yang masuk akal, sehingga terjangkau
ek penalaran manusia.” Empiris artinya cara yang digunakan dalam penelitian
Sssat teramati dan atau dapat dibuktikan dengan indra manusia sehingga orang
Le= dspat membuktikanya, ini dapat diperoleh melalui penemuan. percobaan
4e= pengamatan yang dilakukan.® Sistematis artinya proses dan kegiatan-
kesstan vang dilakukan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah
semestu dan teratur yang bersifat logis.”

Penelition pada umumnya memiliki 3 (tiga) sifat, yaitu penemuan,
sembuktian dan pengembangan suatu pengetahuan.” Melalui penelitin manusia
dsoet memperoleh hasil penelitian yang dapat digunakan untuk memahami,
—=mecahkan dan mengantisipasi permasalahan yang terjadi dalam kehidupan.
Menahami berarti memperjelas suatu masalah yang sebelumnya tidak diketahui
meniadi jelas mengenai pokok permasalahan yang terjadi, memecahkan berarti
—erinimalkan atau menghilangkan masalah, sedangken mengantisipasi berarti
susts upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya masalah sehingpa

* Soerjono Sockanto, 1981, Pengantar Penelitan Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta,
ol S
* WIS Poerwodarminto, 1988, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,

T\t Dahlan Al Barry, 1994, Kamus Hlmiah Populer, Arkola, Surabaya, hal. 712.
* Sugiono, 1992, Statistik Untuk Penelitian, Al-Fabeta, Bandung, hal 1.




wdak akan muncul.
Suatu penulisan ilmizh harus mengacu pada realita vang ada, selanjutnya
dan diinterprestasikan dengan dasar logika dan peraturan perundang-
vang ada. Guna mencapai hasil yang baik maka untuk menyusun
Semiah dalam bentuk skripsi ini akan digunakan beberapa metode
ssn sehagai berikut:
Sdesode Pendekatan
Micode pendekatan yang digunakan adalah puridis sosiologis atau dikenal
wes sehagal yuridis empiris, yaitu penelition yang mengidentifikasikan
Subumn schagal instiusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem
Sehidupan yang mempola’.
Pesepunaan metode pendekatan yuridis sosiologis disebabkan karena yang
otiti adalah hal-hal yang bersifut yuridis dan dalam praktek sehari-hari.
Sektor yuridis disini adalah perjanjian mengenai hal-hal yang mengatur
wetang bagi hasil tanah pertanian. Faktor sosiologis yang dipergunakan
Sulem penelitian ini adalah praktek mengenai pelaksanaan perjanjian bagi
%usi! tanah pertanian yang terjadi di dalam masyarakat.
Seesifikasi Penelitian
Sehubungan dengan objek yang diteliti dan berbagai keterbatasan vang ada

seda penulisan dalam bidang ilmiah, maka penulis menggunakan penelitian

" Seeny Hanitijo Soemitro, 1983, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta,




wame bersifat deskriptifs yaita penelitian yang menggambarkan objek masalah
emesn maksud untuk mengambil suatu kesimpulan yang berlaku secara
=

Usien  peneliian ini akan diuraikan atau  digambarkan mengenai
se sk ssnaan-pelaksanaan  perjanjian bagi hasil tarah pertanian di Desa
{wrece Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

Mesnde Penentuan Sampling

Swel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang ditelit. Penentuzan

sl merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang dapat

e sambarkan dari seluruh populasi.

swepsiasi adaleh seluruh objek yang akan ditaliti, atau dapar dikatakan
swowlasi merupakan jumlah manusia yang mempunyai karakreristik sama.
Dwle penelitian ini populasinya adalah semud yang terlibat dalam
selaksanzan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Gebang. Mengingat
“essnva populasi yang diteliti, maka untuk menghemal waktu dan biaya serta
weuk menjaga akurasi data yang diperoleh, penulis menggunakan metode
sengembilan sampel dengan menggunakan teknis  non random sampling
wcara purposive, artinya tidak semua dari unsur populasi mempunyai
\esempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Dalam hal ini yang
& adikan sampel adalah beberapa petani penggarap maupun bagi petani tuan
wemsh (vaitu pemilik tanah pertanian), Kepala Desa, kelompok tani dan

s hak-pihak yang berhubungan dengan masalah tersebut,
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Mesode Pengumpulan Data

Sebassimana telah disebut di atas bahwa penelitian ini menggunakan metode

esdekatan yuridis sosiologis. maka data yang dikumpulkan adalah data

pramer dan data sekunder.

= Dea Primer
Deta primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber.
Dt ini diperoleh dengan mengadakan inferview atau wawancara secara
lemesung dengan responden. Wawancara adalah proses tanya jawab
dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang
w20 lebih guna mendengarkan informasi atau keterangan-ketcrangan. i
Pads seraua jenls wawancara, perlanysan-pertanyaan  yang  akan
Sicampaikan dalam wawancara tersebut telah dipersiapkan secara
serstruktur dan sisfematis.
Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas
wrpimpin, yakni dengan terlebih dahulu mempersiapkan  daftar
pertanyaan yang disusun secara terstruktur. Dalam wawancara ini
pewawancara dan responden dapat bersikap lebih rileks (santai), jalannya
wawancara tetap terkendali dibawah kepemimpinan pewawancara, Hanya
sesekali saja pewawancara mengingatkan kapada responden jika jawaban

stas pertanyaan yang diajukan melenceng jauh dari permasalahan.

% Caolid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta,
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Dt Sekunder
wes  sekunder adalah  data  yang  diperoleh melalui  study
Lerusiakaan yang  dilakukan  dengan  cara meneliti  peraturan
serundang-undangan. teori-leori para sarjana yang berkaitan dengan
masalah yang akan diteliti, yang akan berhasil dipercleh kemudian
S sunskan scbagai landasan dalam penulisan yang bersifat teoritis. Data
whunder diperlukan  untuk melengkapi data  primer.  Adapun
sencambilan data sekunder penulis ambil dari:"!
1} Bahan Hukum Primer.
vang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan
Hukum mengikat, yaitu peraturan perundang-undungan yang terkait
dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Yaitu:
a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraluran
Dasar Pokok-pokeok Agraria
b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 lenlang Pelaksanaan
Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.
¢) Peraturan Menteri Agraria No.4 tahun 1964 Tentang Pedoman

Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil.

' Beeny H.Soemitro, 1988, Metodolagi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (halia Indonesia,
= .
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) ) Instruksi  Presiden No.13  tahun 1980 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Undang-Undang No.2 tahun 1960).
¢) Keputusan Bersuma  Menteri  Dalam Negeri dan Menteri
Pertanian No.211 tahun 1980 No.714/Kpts/Um/9/1980 Tentang
pedoman pelaksanaan  Instruksi  Presiden Republik  Indonesia
No. 13 tahun 1980.
21 Bahan hukum sekunder, meliputi:
4) Referensi, yaitu buku-buku perpustakaan yang herkaitan dengan
perjanjian bagi hasil tanah pertanian.
) Tulisan atau artikel yang berkaitan dengan judul skripsi.
3 Bahan hukum tersier, meliputi:
2) Kamus Umum Bahasa Indonesia
b) Kamus Hukum
Mdssode Pengolahan Data
Thes vang telah diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data selanjutnya
Solah sccara kualitatif dengan cara memeriksa, meneliti untuk menjamin
‘wpekah data dapat dipertanggung-jawabkan sesuai dengan kenyataan serta
s kan dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis
e mudah dipahami untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil

eeah pertanian di Desa Gebang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.




Metode Anafisis Data

Vietode analisis yang digunakan adalah anilisis kualitati. yaitu uraiun data
o sra bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, fogis, dan tidak
sumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman
weil amalisis. Dalam hal ini setelah data diperoleh maka selanjumya akan
Sreriksa kembali terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman
4uta vang diperoleh. Dari data tersebut selanjutnya dilakukan analisis
whadap penerapan perundang-undangan vang berkaitan dengan pelaksanaan
serianiian bagi hasil tanah pertanian.

. sustematika Penulisan Skripsi’

Hasil penelitian yang diajukan dalam penelitian ini pada akhirnya akan
& cusun dalam bentuk skripsi yang sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab | - PENDAHULUAN, dalam bab pertama ini berisikan
wur belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
=etode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 11 - TINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini penulis
wan  membahas beberapa hal yang merupakan landasan teori (grand theory)
caity mengenai tinjauan umum tentang perjanjian, meliputi pengertian
~ecianjian, asas-asas hukum perjanjian, syarat sahnya perjanjian, unsur-unsur
serianjian, pelaksanan perjanjian, subjek hukum dalam perjanjian, ingkar janji
wanprestasi) dan akibatnya, keadaan memaksa (overmachi) dan berakhirnya

~erianjian. Perjanjian dalam hukum Islam, meliputi pengertian perjanjian
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= Sk lslam. rukun perjanjian. syarat perjanjian dalam hukum Islam
= sesskhimya perjanjian dalam hukum Islam. Pengertian hagi hasil.
pengertian perjanjian bagi hasil, hak serta kewajiban para pihak
bagi hasil, dan sanksi-sanksi dalam bagi hasil. Bagi hasil tanah
. meliputi tata cara penyelenggaraan bagi hasil tansh pertanian. cara
. imbangan bagi hasil, bagi hasil dalam prespektif hukum Islam,
pengertian bagi hasil (muzara'eh). hukum akad muzara’ah, ruken
¢ muzara 'ah, berakhimya akad muzara ‘ah.

Bab 11 - HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam
= menguraikan tentang proses pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah
. & Desa Gebang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, serta

-« kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian bapi hasil dan cara

Bab IV . PENUTUP, sehagai bagian akhir dari suatu penelitian
. yang merupakan penutup, membahas mengenai kesimpulan dan saran

= herkaitan dengan permasalahan yang ditelitl
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